IMPLIKASI HUKUM TERBITNYA SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA NO. 2 TAHUN 2022
TENTANG PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI YANG BERCERAI BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar (S2) Pada Program Studi Magister llmu Hukum Di
Universitas Labuhanbatu

NAMA: AHMAD SUGENG RIADI
NIM : 2312100002
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis - Implikasi  Hukum  Terbitnya Surat Edaran
Kementerian Agama No. 2 Tahun 2022 Tentang
Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri yang

Bercerai Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama.

Nama Mahasiswa . Ahmad Sugeng Riadi, S.Hi
NIM © 2312100002

Program Studi : Magister Hukum
Menyetujui:

Tim Pembimbing

Pembimbing | Pembimbing 11

NIDN: 0102028402

Ketua Program Magister Hukum

Direktur,

NIDN 0114038501

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PENGESAHAN TESIS
Nama : Ahmad Sugeng Riadi

NPM 12312100002

Program Studi : Magister Hukum

Judul : Implikasi Hukum Terbitnya Surat Edaran
Kementerian Agama No. 2 Tahun 2022 Tentang
Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri yang
Bercerai Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama

esis I delah D pertahankan D Depan Dewan Pengun Dan DinYatakan ©ulus Dalam Ujpan
Iesis Dan Berhak Menvandang Mo gister Hukum (MH) Pada Tanggal 28 April 2023
Penguji

I Assoc. Prof. Dr. Lelisari,S.H.MH Ketua Penguji 1,

Assoc. Prof. Dr. Sriono, S.H.. M.kn \ngeota Penguji 2. .. Y. .T~7.......

3. Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SSHI, MLH \nggota Peaguji 3

. Dr. Zainal Abidin PakpahanS.H.MUH Anggota Penguji 4.t

—

Mengetahw

Ketua Program Studs Direktur

NIDN O1OSOKK803

SIDN 0114035501

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : Ahmad Sugeng Riadi, S.Hi

NPM : 2312100002

PROGRAM STUDI : HUKUM

JUDUL TESIS : Implikasi Hukum Terbitnya Surat Edaran

Kementerian Agama No. 2 Tahun 2022
Tentang Pernikahan Suami dalam Masa
Iddah Istri yang Bercerai Berdasarkan

Putusan Pengadilan Agama.

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar
Magister Hukum pada Program Studi Pasca Magister Program Pasca Magister
Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun

rujukan dalam penulisan Tesis ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil
karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang

dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Rantauprapat, M 25
Ye 5 = %) an
P " METERAT
§ ®= TEMPEL
AP6I2AMX4 17216302

Aamad Sugeng wandi, S.Hi

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Abstrak

Surat Edaran Kementerian Agama No. 2 Tahun 2022 tentang Pernikahan
Suami dalam Masa Iddah Istri merupakan kebijakan administratif yang bertujuan
memperkuat pelaksanaan hukum Islam dalam praktik pernikahan di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dari surat edaran
tersebut, mengkaji implikasi hukumnya terhadap pelaksanaan perkara di
Pengadilan Agama, serta mengidentifikasi dampak sosialnya terhadap
masyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan studi doktrinal, yang diperkuat dengan analisis empiris
melalui studi kasus di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara normatif, posisi hukum surat edaran ini lemah dalam
hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian
hukum, terutama dalam kewenangan penghulu menolak pencatatan nikah. Di sisi
lain, kebijakan ini berpotensi menimbulkan konflik dengan hak konstitusional
warga negara untuk menikah, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dari sisi
sosial, implementasi surat edaran ini dapat menimbulkan keresahan di
masyarakat apabila tidak disertai dengan pemahaman yang memadai serta
koordinasi yang efektif antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
melalui regulasi yang lebih tinggi, harmonisasi dengan peraturan peradilan
agama, serta sosialisasi intensif kepada aparat pelaksana dan masyarakat guna
menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan tegaknya prinsip keadilan.

Kata Kunci: Surat Edaran Kemenag, masa iddah, pernikahan, implikasi hukum,

hak konstitusional, hukum Islam.
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Abstract

The Circular Letter of the Ministry of Religious Affairs No. 2 of 2022
concerning the Marriage of a Husband During the Iddah Period of His Former
Wife is an administrative policy aimed at strengthening the implementation of
Islamic law in marriage practices in Indonesia. This study aims to analyze the
legal basis of the circular, examine its legal implications on case proceedings in
the Religious Courts, and identify its social impact on society. The research uses a
normative juridical method with a statutory and doctrinal approach, supported by
empirical analysis through case studies at several Offices of Religious Affairs
(KUA). The findings show that normatively, the legal position of the circular letter
is weak within the hierarchy of legislation, leading to legal uncertainty,
particularly regarding the authority of marriage registrars to reject marriage
registration. Furthermore, the policy potentially conflicts with the constitutional
right to marry as guaranteed by the 1945 Constitution. Socially, its
implementation may cause public unrest if not accompanied by adequate
understanding and effective inter-agency coordination. Therefore, reinforcement
through higher-level regulations, harmonization with religious court rules, and
intensive dissemination to implementing officials and the public are necessary to
ensure the protection of women's rights and the upholding of justice.

Keywords : Circular Letter Ministry of Religion, iddah period, marriage,

implications law, rights constitutional, Islamic la.
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